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MENENTUKAN ARAH
MASA DEPAN

Pemda memiliki peran untuk
menentukan arah kemana
tujuan pembangunan akan

diwujudkan

Regional Development is a
general effort to reduce regional

disparities

PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH

@ O @

MERENCANAKAN MENGINISIASI PEMBANGUNAN MELAKUKAN INOVASI-
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH INOVASI/TEROBOSAN-
Pemda memiliki peran untuk Pemda melaksanakan program-program TEROBOSAN
merencanakan pembangunan sesuai pembangunan untuk membuka akses, Permnda memiliki peran untuk
dengan tujuan yang ingin dicapai memperkuat birokrasi, dan harus hadir dalam mendorong inovasi untuk
setiap kesempatan dibutuhkan oleh memberikan solusi permasalahan
masyarakat dalam rangka mendorong N Safa

pertumbuhan inklusif/pemberdayaan
masyarakat



MEMPERKUAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI

FOKUS REFORMASI BIROKRASI

o AKUNTABILITAS KINERJIA Mendorong pemerintahan berorientasi
hasil
Mendorong pelaksanaan reformasi

| ZONA INTEGRITAS birokrasi melalui unit-unit percontohan

. Mendorong penerapan sistem merit untuk
. mendukung kebutuhan SDM ASN dalam
' pembangunan daerah

e KELEMBAGAAN ; Mempgrkuat kelembagaan instansi
pemerintah untuk mendukung program

pembangunan di daerah

e PELAYANAN PUBLIK Meningkatkan kualitas pelayanan publik

outcome

Perubahan Pola Pikir/
Mindset ASN

B Money follow function = Money follow
program

B Peningkatan efektivitas dan efisiensi
anggaran

[l Pemerintahan lebih berorientasi pada
hasil. Hasil pembangunan dapat dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat menjadi
semakin ramah, mudah, murah, cepat,
nyaman, aman, dan memiliki kepastian
hukum

[ ASN menjadi lebih memiliki jiwa
kewirausahaan
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[ EFFECTIVE AND EFFICIENT (AA — B)
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

[ INEFFECTIVE AND INEFFICIENT (CC - D) ]
KEMENTERIAN/
1 LEMBAGA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

MENDORONG PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

NILAI EFISIENSI DAN DAMPAK YANG DIHASILKAN DARI
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI TAHUN 2017

Rp 41,15 Triliun
($2,9 billion)

Rp 35,68 Triliun

. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan

Rp 5,47 Triliun

kebutuhan masyarakat;

2. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;

Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi)
antar-instansi;

Perubahan pendekatan: money follow function » money follow program

Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah
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Langkah
Terobosan

PP Nomor 17 Tahun 2017
tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

2 MENDORONG PENERAPAN E-PERFORMANCE BUDGETING

Tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan di seluruh Kementerian/Lembaga melalui PP 17/2017 dengan memanfaatkan
Aplikasi Krisna. Untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendamping-an penerapan aplikasi SEPAK@T kepada sekitar 21
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama Kemen PANRB, BPPT, serta BPKP dan akan bertambah lagi sekitar 370
Pemerintah Daerah.

[ PEMERINTAH PUSAT

| PEMERINTAH DAERAH ]

KRISNA 2018

KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

Kementerian/Lembaga

Wepb based I I Secure

i =)
SISTEM ELEKTRONIK PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN INFORMASI KINERJA TERINTEGRASI
(SEPAK@T)

based on SIMR@L BPPT

2018 v

l | User friendly ' | Accountable '

Tahun Anggaran PAEEIRS

pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi;

pada proses RKP-Renja-RKA-PK 2018.

\

v Kolaborasi 3 Kementerian (Bappenas, Kemenkeu, KemenPAN RB)
v KRISNA versi 1.0 diluncurkan pada 17 April 2017
v’ Integrasi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran pada tahap perencanaan, monev

v' Kemudahan implementasi aplikasi bagi pengguna, pengurangan duplikasi proses input dan
pengolahan data; kecepatan dan keterandalan data dan informasi. 3.
v' Telah digunakan oleh 87 K/L dan Mitra Kerja K/L di Bappenas dan Kemenkeu sejak tahun 2017

DAMPAK UTAMA

1. Meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran dan fokus pada sasaran
pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya keselarasan (program) antara yang direncanakan dengan

yang dianggarkan.

Setiap sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah terkawal

secara jelas pada kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.

4. Mencegah program/kegiatan “Siluman”.

VAN 4
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Terobosan

18

WB BV ==

Saat ini telah terdapat 109 unit kerja WBK dan 18 unit kerja WBBM.
Terdiri atas:

e Polres

* Rumah Sakit

e Kantor Pelayanan Pajak

e Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
* Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

* Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan

* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

* Dinas Perijinan

e dan lain-lain

Dampak yang diharapkan = Semakin tinggi kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan publik

>

-
-
-
-

Pembentukan  unit  kerja  percontohan
pelaksanaan reformasi birokrasi

mendorong dampak pelaksanaan
reformasi birokrasi dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat, maka dibentuk
unit-unit pelayanan percontohan

Unit-unit pelayanan percontohan yang
berhasil memenuhi kriteria integritas
diberikan predikat sebagai unit pelayanan
yang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Unit pelayanan percontohan yang tidak
hanya memenuhi kriteria infegritas tetapi
juga kriteria pelayanan yang baik diberi
predikat Wilayah Birokrasi Bersin Melayani
(WBBM)

Tahun 2018, difokuskan di unit-unit
penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan,

dan Mahkamah Agung) .
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Sistem Perencanaan yang Tepat Sasaran ST ,;,: 7?35”
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* Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di A P
daerah : |
Memerhatikan kemampuan keuangan daerah
Memperhatikan kebutuhan daerah Terdepan, Terluar
dan Tertinggal (3T)

Sistem Rekrutmen yang Efisien dan
Transparan:

* Menerapkan sistem pendaftaran secara online

* Menerapkan sistem tes dengan Computer Assissted
Test (CAT), yang secara langsung dapat diketahui
hasilnya
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() seveismnien BRI MENERAPKAN SISTEM PROMOSI JABATAN PIMPINAN

Terobosan TINGGI SECARA TERBUKA

OUTCOME:
MENGHASILKAN PIMPINAN BIROKRASI (JPT) YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS

N

PENGEMBANGAN PROFESIONALISK
PEGAWAI

PROGRESS PELAKSANAAN PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA

DAN KOMPETITIF

Realisasi: . PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN
= 2014 > 40P (25K/L, 6 Prov, 9 Kab/Kota) - , ' KOMPETENSI

= 2015 128 IP (48 K/L, 5 Prov, 75 kab/Kota) "Smtnd

= 2016 = 333 IP (77 K/L, 18 Prov, 238 Kab/Kota)
= 2017 = 493 IP (77 K/L, 33 Prov, 383 Kab/Kota)

) REKRUTMEN CALON PNS

*oada prinsipnya seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan TERBAIK
pengisisan JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif
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PENEMPATAN CPNS DARI
SEKOLAH IKATAN DINAS TIDAK
DITEMPATKAN DI DAERAH ASAL

IPDN STTD STAN STIS
1.921 111 5.236 440
orang orang orang orang
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Terobosan

6 MENINGKATKAN PERAN ASN SEBAGAI PEREKAT NKRI

LEO KOGOYA
ASAL PAPUA
PENEMPATAN DI JAMBI

, BADAN KEUANGAN DAERAH
o) uls B g 928 oL
REGIONAL FINANCE BOARD

. Imam Bonjol No. 33 - Telp/Fax. (0772) 31433
email : bkd.kabupatenanambas@gmail.com
TAREMPA

BAYU AGIL SAPUTRA
ASAL JAWA TIMUR
PENEMPATAN DI KEP. RIAU (KEP. ANAMBAS)

M. RISAL SYAUQIE
ASAL KALIMANTAN TIMUR

' * PENEMPATAN DI PAPUA (KAB. KEEROM)

BUPATI TAPANUL! TENGAH

ANDREA AVELINA
ASAL JAWA TENGAH
PENEMPATAN DI SUMATERA UTARA

HAZHIYANA SAHBRINA
ASAL JAWA TIMUR
PENEMPATAN DI KALTARA

KANTOR

9“9&2

EBUPATI BANGLI

i BRIGJH lﬁllllll RAl Hﬂlﬂl 30 TI\.EWI 0365 SIIIII 91032-91133

‘ & + Jrieriv, WU
BAP%GLI R S

=« I

LAKSMINTARI PARAMITA
ASAL JAWA TENGAH
PENEMPATAN DI BALI

10
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Terobosan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembentukan Kantor Pertanahan Pembentukan Akademi Komunitas
Untuk mewujudkan percepatan pelayanan program untuk mempersiapkan SDM dengan keahlian
Penerbitan sertifikat dan layanan pertanahan terapan sesuai dengan kebutuhan daerah
Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama Pembentukan Badan Otoritas Kepariwisataan
Untuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum (a.l: Badan Otoritas Borobudur, Badan Otoritas
kepada masyarakat Danau Toba, Badan Oforitas Pengelolaan Kawasan

Labuan Bagjo)

Pembentukan Kantor Imigrasi di daerah Untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan
Untuk mewujudkan optimalisasi layanan imigrasi di
daerah Pembentukan/penguatan kelembagan Bandara

Baru atau pelabuhan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tfransportasi
udara dan laut

Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT
Pemasyarakatan
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan

lembaga pemasyarakatan Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA)

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan

Penguatan kelembagan institusi penegakan hukum UIGEOI AT €l Gl

I(,Fglc\g::::;nuzzr:f(:;?(::;?‘a&Zggﬁug:sn Shiplbadan Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif untuk Ug ';)U(I;I, (;?fov;/)u]{i%dk?n percepatan pelayanan
mendukung pembangunan daerah < 99 I
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\ ‘ PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99
PR INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014

\ ‘ PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99
3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
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Langkah-

Langkah
Terobosan

\ PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99
A\ INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015
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»@>°% Inovasi.

PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

N 2()17
.

3,. sk 3.054
% "{novam

Diberikan Dana
Insentif Daerah (DID)
bagi pemerintah
daerah yang nilai
inovasinya masuk
dalam TOP 40

8 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi

Kompetisi

>

Menghasilkan:

« Top 99
« Top 40

INTERNASIONAL

PRESTASI

(United Nation Public Service Award - UNPSA)

Kabupaten Aceh Singkil
dengan inovasi “Kerja sama
Dukun Beranak dengan Bidan
pada Saat Melahirkan untuk
Menurunkan Tingkat Kematian
Ibu dan Anak” (2015, Juara 2)

+ Kabupaten Sragen dengan

inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan
Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan” (2015, Juara 2)

« Kabupaten Teluk Bintuni
dengan inovasi
“Pengendalian Malaria
Melalui Sistem EDAT” (2018,
Juara 1)

 Provinsi Jawa Timur
dengan inovasi “Jalin
Matra (Jalan Lain Menuju
Mandiri dan Sejahtera)”
(2018, Finalis) 12
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MENGINISIASI PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DI DAERAH

Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat

Mal Pelayanan Publik di Surabaya
Membeludak

© SuRABAVA

205

Jenis Pelayanan
* 194 Jenis

Pelayanan Daerah
* 11 Jenis

Pelayanan Pusat

Diresmikan
6 Oktober 2017

Kota Denpasar telah Memiliki Mal
Pelayanan Publik

© DENPASAR

x mmmE L]
il z « 187 Jenis
Pelayanan Daerah
* 42 Jenis
Pelayanan Pusat
Diresmikan
12 Februari 2018

Jenis Pelayanan

Baru Dibuka, Mal Pelayanan Publik Diserbu Warga
Kota Bekasi

©Q BEKas

29

Jenis Pelayanan
* 17 Jenis Pelayanan
Daerah
« 7 Jenis Pelayanan Pusat
* 5 Jenis Pelayanan
BUMN/BUMD

Diresmikan
12 Februari 2018

Foto Penampakan Mal
Pelayanan Publik Jakarta,
Nyaman Banget!

000 .

© DKI JAKARTA

328

Jenis Pelayanan

* 269 Jenis
Pelayanan Daerah

* 59 Jenis
Pelayanan Pusat

Diresmikan
12 Oktober 2017

Banyuwangi Kini Punya Mal Pelayanan
Publik, Layani Semua Pengurusan
Dokumen di Satu Tempat

© BaNYUWANGI

132

Jenis Pelayanan

* 99 Jenis
Pelayanan Daerah

* 33 Jenis
Pelayanan Pusat

Diresmikan
6 Oktober 2017

Kota Tomohon Kini Memiliki Mal Pelayanan
Publik

o TOMOHON

233

EIE D CEcEs

Yang terdiri dari :

*209 Jenis
Pelayanan Daerah
*10 Jenis
Pelayanan Pusat
*14 Jenis
Pelayanan BUMN
Diresmikan
21 April 2018

o BATAM

427

Jenis Pelayanan

* 406 Jenis
Pelayanan Daerah

« 21 Jenis
Pelayanan Pusat

Diresmikan
~ 14 Desember2017

..........................

BITUNG

135

Jenis Pelayanan

* 118 Jenis
Pelayanan Daerah

* 17 Jenis
Pelayanan Pusat

Soft Launching
5 April 2017

KARANGASEM

160

JENIS PELAYANAN

« 138 Jenis Pelayanan
Daerah

* 11 Jenis Pelayanan
Pusat

* 11 Jenis Pelayanan
BUMN/BUMD

Diresmikan: 22 Juni 2018

-

WONIUHREWNR

RRR R R R R
ouneswNREO

SELANJUTNYA \

KAB. BELU

KAB. BADUNG

KAB. BANTUL

KAB. BANYUMAS
KAB. KULON PROGO
KAB. SIDOARJO
KAB. MANOKWARI
KOTA BANDA ACEH
KOTA PAYAKUMBUH
KOTA MAKASSAR
KOTA MOJOKERTO
KOTA PADANG
KOTA PALEMBANG
KOTA PEKANBARU
KOTA SAMARINDA
KOTA TANGERANG

13
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langkah 10 MEMBANGUN HUB INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengertian

= Jaringan antar institusi yang mempunyai keinginan
bersama membangun inovasi pelayanan publik

» Permenpan No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik

Stakeholder

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Universitas
Negeri dan Swasta, Organisasi Non Pemerintah serta
Mitra Pembangunan

Mengapa 1tu sangat penting?

% Sebagai ajang Transfer of Knowledge

% Bagi yang sudah melaksanakan inovasi kepada yang akan
melaksanakan inovasi

% Untuk menginformasikan kepada pimpinan daerah, pelayanan publik dan
masyarakat tentang progres dalam pelayanan publik

s Untuk fasilitasi antara masyarakat dan penyedia pelayanan publik agar
mereka dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan inovasi
pelayanan publik yang ada

Hub Inovasi yang telah terbentuk:
1. Hub Jawa Timur

2. Hub Sumatera Selatan

3. Hub Sulawesi Selatan

Langkah Konkret:

1. Sebagai pusat pembelajaran untuk
wilayah Indonesia Barat, Tengah dan
Timur

. Pengembangan jaringan informasi
iInovasi pelayanan publik

. Pelaksanaan bimbingan bagi Provinsi,
Kabupaten/Kota setempat sebagai
Model Pengelolaan Inovasi

15
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PENYELENGGARAAN THE INTERNATIONAL

g L kah
FORUM Bl o 11 PUBLIC SERVICE FORUM 2018

IPS Forum merupakan platform komunikasi dan EErSIEE

interaksi bagi para pemimpin dan pengelola Expanding and Improving Service Delivery through Public Engagement
pelayanan publik untuk menciptakan,

memperluas dan menggerakkan partisipasi

, Rangkaian Acara:
publik.

TUJUAN « Pameran Inovasi Pelayanan Publik dari 100-150 innovator dari.dalam dan
luar negeri.

1. Memberikan inspirasi kepada dunia - Seminar dengan Pembicara berasal dari luar negeri dan dalam negeri baik
atas inovasi-inovasi pelayanan publik dari kalangan pemerintah, donor, organisasi masyarakat sipil,

di Indonesia 1. =
i i i ntrepr r liti, dan i
2. Wahana pembelajaran interaktif entrepreneur, peneliti, dan akademis

antarnegara dan intranegara dalam Peserta:

pelaksgna?n reformaiil_ll)(irokrasi dan 1. Para pemimpin setingkat menteri
mgx&s'g’;fgﬁing;an:a . 2. Gubernur, bupati, dan walikota
J J 3. Perwakilan dari mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat

negara dalam percepatan reformasi A :

birokrasi, pertukaran pengetahuan sipil, kementerian/lembaga, dan pengusaha
4. Masyarakat Umum
5

dan penguatan kepemimpinan di _
bidang pelayanan publik Media
Meningkatkan kepedulian dan

partisipasi publik dalam

meningkatkan mutu pelayanan publik Diperkirakan sebanyak 5.000-10.000 orang 7 — 8 November 2018

di berbagai sektor menghadiri IPS Forum JCC Senayan Jakarta
’




KEBERHASILAN
PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERLETAK PADA
PIMPINAN DAERAH . ‘ ‘

k. KUNCI KEBERHASILAN .

’ PIMPINAN DAERAH

' - BERANI
MENGAMBIL
RISIKO

17
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